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IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 

NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI 

KABUPATEN KUDUS 

 

 

ABSTRAK 

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik 

Indonesia adalah meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan, yang 

dianggap sebagai hak asasi setiap warga negara. UUD 1945 Pasal 31 mengatur hak 

dan kewajiban pendidikan dasar yang harus dibiayai oleh pemerintah. Pendidikan 

juga ditekankan dalam ajaran agama Islam sebagai kewajiban setiap individu untuk 

meningkatkan pengetahuan. Pendidikan berkualitas penting untuk pembangunan 

negara dan peningkatan sumber daya manusia, seperti yang diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini 

berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 

2010 tentang wajib belajar 12 tahun. Peraturan ini mewajibkan anak usia 6-18 tahun 

di Kabupaten Kudus untuk mengikuti pendidikan selama 12 tahun. Namun, 

implementasinya menghadapi kendala seperti minimnya sarana dan prasarana, 

kekurangan tenaga pengajar berkualitas, dan rendahnya pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- 

faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut dan memberikan 

masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan pelaksanaan 

wajib belajar 12 tahun. Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus 

bertujuan memberikan pendidikan terjangkau dan berkualitas, dengan pemerintah 

menanggung biaya dan menyediakan fasilitas pendukung. Tingginya biaya 

pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi beban bagi orang tua 

siswa dan mempengaruhi tingkat kelulusan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif non-doktrinal untuk menganalisis implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 dan membandingkan 

pelaksanaannya di lapangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

 

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Peraturan Daerah, dan Wajib Belajar 
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IMPLEMENTATION OF HOLY DISTRICT REGIONAL REGULATION 

NUMBER 2 OF 2010 CONCERNING 12 YEARS OF COMPULSORY STUDY 

IN KUDUS DISTRICT 

 

ABSTRACT 

The preamble of the 1945 Constitution of Indonesia states that one of the goals of 

the Republic of Indonesia is to enhance the intelligence of society through 

education, which is considered a fundamental right of every citizen. Article 31 of 

the 1945 Constitution outlines the rights and obligations of basic education that 

must be funded by the government. Education is also emphasized in Islamic 

teachings as an obligation for every individual to increase their knowledge. Quality 

education is essential for national development and the enhancement of human 

resources, as stipulated in Law No. 20 of 2003 on the National Education System. 

This study focuses on the implementation of Kudus Regency Regulation No. 2 of 

2010 on the 12-year compulsory education. This regulation mandates that children 

aged 6-18 years in Kudus Regency must undergo 12 years of education. However, 

its implementation faces obstacles such as the lack of educational facilities and 

infrastructure, a shortage of qualified teachers, and low public understanding of 

the importance of education. This study aims to analyze the factors affecting the 

implementation of the regulation and provide recommendations for the Kudus 

Regency government to improve the implementation of the 12-year compulsory 

education. The 12-year Compulsory Education Program in Kudus Regency aims to 

provide affordable and quality education, with the government bearing the costs 

and providing necessary supporting facilities. The high costs of education, both 

direct and indirect, become a burden for parents and affect graduation rates. This 

study uses a non-doctrinal qualitative approach to analyze the implementation of 

Kudus Regency Regulation No. 2 of 2010 and compare its implementation in the 

field with the applicable regulatory provisions. 

 

Keywords: Public Policy, Regional Regulation, and Compulsory Education 


